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ABSTRAK 

PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS OLEH DINAS 

PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU 

Oleh: 

Hilda Hayati 

NIM: 12170523765 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan pengawasan lalu lintas 

oleh Dinas Perhubungan kota Pekanbaru dan Faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan pengawasan lalu lintas yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota 

Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, 

pengumpulan data melalui Wawancara, dan observasi langsung di Dinas 

Perhubungan kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

Pelaksanaan pengawasan lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota 

Pekanbaru sudah sesuai dengan Standar yang sudah ditetapkan, yaitu 

melaksanakan Patroli dibeberapa ruas jalan, dan Pengawasan melalui CCTV, akan 

tetapi pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara konsisten karena adanya 

beberapa Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lalu lintas, seperti 

keterbatasan jumlah anggota pengawas, keterbatasan anggaran perawatan dan 

perbaikan sarana prasarana, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan 

tertib berlalu lintas serta masih merajalelanya pak ogah. Penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Pelaksanaan pengawasan lalu lintas belum dapat mewujudkan 

lalu lintas yang aman, lancar, nyaman, tertib dan efisien. 

Kata Kunci: Pengawasan, Lalu Lintas, Dinas Perhubungan. 
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ABSTRACK 

TRAFFIC SUPERVISION IMPLEMENTATION BY THE 

DAPARTEMENT OF TRANSPORTATION OF PEKANBARU CITY 

BY: 

Hilda Hayati 

NIM: 12170523765 

This research aims to analyze the implementation of traffic supervision by the 

Dapartement of Transportation of Pekanbaru City ang the factors influencing its 

execution. the stydy employs a qualitative method with data obtained through 

interviews and direct observations. The results show that traffic supervision has 

been carried out in accordance with established standards, such as road patrols and 

CCTV monitoring. Nevertheless, its implementation is not yet consistent due to 

several obstacles, including limited supervisory personnel, budget constraint for 

infrastructure maintenance, low public awareness of traffic discipline, and the 

prevalence of informal traffic controllers. The study concludes that traffic 

supervision has not fully realized safe, orderly, efficient, and comfortable traffic 

conditions in Pekanbaru City. 

Keywords: Supervision, Traffic, Dapartement of Transportation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Lalu Lintas merupakan suatu pergerakan kendaraan pada sarana transportasi 

darat untuk menghubungkan suatu lokasi ke lokasi lainnya.  Lalu lintas adalah 

proses pergerakan manusia di wilayah perkotaan, seperti kota Pekanbaru. Kota 

Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi Riau, yang mana pergerakan 

masyarakatnya dalam berlalu lintas cukup aktif. Adapun permasalahan berlalu 

lintas di Kota Pekanbaru secara umum berdasarkan Rencana strategis 

(RENSTRA) Dinas Perhubungan kota Pekanbaru pada tahun 2020 yaitu, Jumlah 

Penduduk Pekanbaru yang cukup tinggi, kemacetan lalu lintas di kota Pekanbaru 

yang masih sering terjadi, pencemaran lingkungan, Kecelakaan lalu lintas, Kurang 

tersedianya atau dirawat dengan baik fasilitas perlengkapan jalan di Kota 

Pekanbaru, Rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, tidak 

seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan 

di kota Pekanbaru, meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi. 

Kota Pekanbaru dijadikan sebagai wilayah pencarian kehidupan bagi 

masyarakat perdesaan. Masyarakat perdesaan berbondong-bondong untuk mencari 

pekerjaan, memulai pendidikan, membuka suatu usaha di kota 

Pekanbaru,sehingga kota pekanbaru mengalami peningkatan jumlah penduduk. 

Oleh karena itu kota Pekanbaru dikenal sebagai salah satu kota terpadat di 

Indonesia, berikut data kota terpadat di Indonesia: 
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Tabel 1.1 Data Kota Terpadat di Indonesia 

NO   Nama Kota  Jumlah Penduduk 

1. DKI Jakarta  9.992.842 jiwa 

2. Surabaya 2.806.306 jiwa 

3. Medan 2.467.183 jiwa 

4. Bandung 2.341.097 jiwa 

5. Makassar 1.622.520 jiwa 

6. Semarang 1.622.520 jiwa 

7. Palembang 1.549.147 jiwa 

8. Batam 1.030.529 jiwa 

9. Pekanbaru 855.819 jiwa 

10. Malang 809.511 jiwa 

 Sumber Informasi: Pusat Jurnal Ilmiah Internasional Universitas Medan Area 

2022. 

Dari data tabel 1.1 menunjukkan bahwa kota terpadat di Indonesia pada 

tahun 2022 yaitu DKI Jakarta, sedangkan kota Pekanbaru berada pada urutan ke 9 

dengan jumlah penduduk 855.819 Jiwa. Kepadatan penduduk di kota Pekanbaru 

menyebabkan peningkatan pergerakan masyarakat dari suatu lokasi ke lokasi 

lainnya, sehingga mempengaruhi pergerakan lalu lintas. Lalu lintas di kota 

Pekanbaru menjadi tidak lancar atau mengalami kemacetan. Kemacetan 

merupakan suatu keadaan lalu lintas yang tidak bergerak atau tidak berjalan 
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dengan baik. factor penyebab terjadinya kemacetan adalah peningkatan jumlah 

kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan, manajemen rekayasa lalu 

lintas yang belum optimal seperti perawatan dan pengendalian lampu lalu lintas, 

marka jalan yang tidak sebanding dengan perubahan jumlah kendaraan di jalan, 

infrastruktur yang tidak memadai, terbatasnya jalan pintas untuk mengurangi 

jumlah kendaraan di persimpangan (Astuti et al., 2024). Hal tersebut juga terjadi 

di kota Pekanbaru, berikut data kemacetan di kota Pekanbaru: 

Tabel 1.2 Jumlah kemacetan di Kota Pekanbaru 

NO  Komponen  Jumlah 

2022 2023 

1. Jumlah titik kemacetan yang ada 61 lokasi 61 lokasi 

2. Jumlah titik kemacetan yang teratasi 51 lokasi 54 lokasi 

Sumber Informasi: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan kota 

Pekanbaru. 

Dari data tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa total kemacetan di kota 

Pekanbaru pada tahun 2022 hingga 2023 terjadi di 61 lokasi kemacetan. Pada 

tahun 2022 kemacetan dapat teratasi di 51 titik lokasi kemacetan. Kemudian 

dengan pergantiannya tahun yaitu di tahun 2023, titik kemacetan kembali terjadi 

di 61 lokasi kemacetan, jadi kemacetan pada tahun 2022 tidak teratasi dengan 

baik. Pada tahun 2023 kemacetan di kota Pekanbaru dapat teratasi di 54 lokasi 

titik kemacetan, di akhir tahun 2023 kinerja dinas perhubungan dalam mengatasi 

kemacetan mengalami peningkatan, walaupun masih terdapat 7 lokasi kemacetan. 



4 
 

Sesuai dengan kondisi di lapangan adapun daerah yang sering terjadinya 

kemacetan di kota Pekanbaru ini yaitu kawasan Sekolah-sekolah di kota 

Pekanbaru, kawasan pasar, daerah perkantoran, dan di tiap persimpangan jalan. 

seperti di Jalan Ahmad Yani, Simpang Bukit Barisan, Sepanjang Jalan Jenderal 

Sudirman, Jl. Soekarno Hatta (MAL SKA),  Simpang Tabek Gadang, Simpang 

Garuda Sakti-Melati, Simpang Empat Panam. Faktor penyebab terjadinya 

kemacetan tersebut yaitu, peningkatan jumlah pergerakan masyarakat, daya 

tampung jalan yang tidak mencukupi jumlah kendaraan, peningkatan jumlah 

pengguna kendaraan pribadi, Manajemen rekayasa lalu lintas yang belum 

terlaksana dengan baik, seperti penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana 

lalu lintas, pengawasan lalu lintas yang belum optimal, muatan mobil truk yang 

cukup berat sehingga memperlambat pergerakan kendaraan dan juga 

menyebabkan jalan rusak, selain itu penyebab terjadinya kemacetan di kota 

Pekanbaru yaitu masyarakat yang tidak tertib berlalu lintas seperti menerobos 

lampu merah yang dapat menyebabkan kecelakaan. Jika kecelakaan terjadi juga 

dapat menyebabkan terhambatnya pergerakan lalu lintas jalan. 

Untuk itu diperlukannya pengawasan lalu lintas agar mampu mengatur dan 

mengendalikan lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang nyaman bagi 

masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 5 yang berbunyi Bahwa Negara 

bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan dan 

pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab 

untuk memberikan pelayanan terbaik, memberikan kenyamanan dan keselamatan 
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berlalu lintas bagi masyarakat sesuai dengan Peraturan daerah kota Pekanbaru 

Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

yang mana bertujuan mewujudkan lalu lintas yang aman, cepat, lancar, tertib, 

nyaman dan efisien. hal tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan kota 

Pekanbaru bekerja sama dengan Polisi Lalu Lintas, Sesuai dengan Undang-

undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan pada pasal 7 

ayat 2 yang berbunyi Bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan 

dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan tugas pokok masing-masing instansi. 

Untuk tugas pokok Dinas perhubungan sendiri terdapat dalam  Peraturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 166 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas 

dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Pada pasal 4 

Peraturan Walikota Nomor 166 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Dinas perhubungan 

mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan dibidang perhubungan, seperti: 

1. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, Dinas 

perhubungan bertugas merumuskan kebijakan teknis dibidang 

perhubungan, baik perencanaan pengembangan transportasi umum, 

pengembangan infrasturktur jalan, jembatan, dan terminal. 

2. Penyediaan perlengkapan jalan, Dinas perhubungan berperan dalam 

penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana lalu lintas, seperti: 

penyediaan dan perawatan traffic light, penyediaan rambu-rambu lalu 

lintas dan marka jalan. 
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3. Dinas perhubungan berperan dalam pelaksaan tugas operasional di bidang 

perhubungan, seperti: memastikan kelancaran lalu lintas diruas jalan dan 

persimpangan jalan, penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, 

pengawasan angkutan barang dan orang, pengujian berkala kendaraan 

bermotor, penetapan rencana operasional manajemen rekayasa lalu lintas 

untuk jaringan jalan kota, perumusan hasil analisis dampak lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

Dinas perhubungan dengan polisi lalu lintas memiliki kewenangan yang 

berbeda dalam mewujudkan kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas. Dalam 

pelaksanaan pengawasan lalu lintas, polisi lalu lintas memiliki kewenangan untuk 

menertibkan dan mendisiplinkan pengendara jalan dengan melakukan penilangan, 

melakukan penindakan bagi pelanggar lalu lintas, dan pemeriksaan kelengkapan 

kendaraan. Sedangkan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan lalu 

lintas dilakukan oleh seksi pengawas yang mana bertugas membantu kepala 

manajemen rekayasa lalu lintas untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas 

sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 166 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru pada pasal 16 ayat 2, bahwa Seksi pengawasan lalu 

lintas jalan dinas perhubungan memiliki tugas dan fungsinya sebagai berikut: 

1) Perencanaan Program kerja seksi pengawasan 

2) Pemeriksaan kendaraan dijalan sesuai kewenangan 

3) Pelaksanaan fasilitasi pengawasan dan pengendalian operasional terhadap 

pengguna jalan untuk kepentingan lalu lintas dalam kota 
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4) Pengawasan pengangkutan barang berbahaya 

5) Pelaksanaan pengawasan, penertiban, pengendalian, dan pengamanan lalu 

lintas diruas-ruas persimpangan jalan, dan pos pos pengawasan. 

6)  pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan, penertiban, dan 

pengamanan lalu lintas dikawasan tertib lalu lintas 

7) Pelakanaan fasilitasi pengelolaan dan pelaksanaan penderekan kendaraan 

bermotor 

8) Pelaksanaan evaluasi dengan cara membandingkan rencana operasional 

dengan tugas-tugas yang dilaksanaakan 

Pelaksanaan Pengawasan lalu lintas ditiap ruas jalan, dan persimpangan jalan 

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Pekanbaru merupakan salah satu 

metode yang dilakukan untuk mengawasi kendaraan bermuatan berat agar tidak 

memasuki jalan pusat kota, yang mana tujuannya untuk meminimalisir terjadinya 

kemacetan, selain itu pengawasan ini juga dilakukan terhadap kendaraan yang 

melebihi jumlah muatan, kendaraan yang membawa barang-barang berbahaya, 

Sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru pada 

Pasal 67 tentang Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor, bahwa 

pengawasan pengangkutan barang umum, barang khusus, barang berbahaya, dan 

alat berat, dan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang melebihi daya 

angkut, tipe kendaraan. Selain itu juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 169 tentang 

Pengawasan Muatan Barang, bahwa pengwasan terhadap angkutan barang 
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dilakukan dengan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, 

dan kelas jalan.  Adapun jumlah pelanggaran kendaraan angkutan barang yang 

Over Dimension Over Load di kota Pekanbaru sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Jumlah Pelanggaran Kendaraan angkutan barang yang Over Dimension 

Over Load di Kota Pekanbaru 

No Tahun Kendaraan Angkutan Barang 

1. Tahun 2024 55 Unit Kendaraan 

2. Tahun 2025 80 Unit Kendaraan 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pelanggaran lalu lintas yang sering 

terjadi di kota Pekanbaru yaitu kendaraan angkutan barang yang Over Dimension 

Over Load, maksudanya kendaraan angkutan barang di kota Pekanbaru sering 

membawa barang dengan keadaan yang melebihi batas dimensi atau muatan yang 

telah ditetapkan oleh Undang-undang. Pada tahun 2024 Jumlah angkutan barang 

yang melakukan pelanggaran aturan mengenai muatan barang yaitu sebanyak 55 

unit kendaraan, dan pada tahun 2025 berjumlah 80 unit kendaraan. Pelanggaran 

lalu lintas yang dilakukan oleh Angkutan Barang ini mempengaruhi Kenyamanan 

berlalu lintas. angkutan barang yang melebihi muatan akan mempengaruhi 

kecepatan kendaraan, pengereman kendaraan, yang dapat menyebabkan 

kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. untuk itu Dinas perhubungan melaksanakan 

pengawasan lalu lintas di tiap ruas jalan dan persimpangan jalan untuk mengatasi 
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permasalahan dalam berlalu lintas serta mewujudkan kelancaran lalu lintas. 

Tujuan dari pengawasan terhadap angkutan barang ini dilakukan untuk menjaga 

kebersihan, keindahan kota, prasarana jalan, serta keselamatan, dan keamanan 

umum pengguna jalan. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas yang dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan kota Pekanbaru tidak hanya dilakukan diruas jalan dan 

persimpangan jalan, akan tetapi juga memanfaatkan teknologi yaitu disebut juga 

dengan CCTV/ATCS (Area Traffic Control System) yang terletak ditiap 

persimpangan jalan, Melalui ATCS ini dinas perhubungan mengawasi pergerakan 

lalu lintas, mengontrol Traffic light untuk mengatasi masalah kemacetan, dan 

pelanggaran lalu lintas.  

Pelaksanaan pengawasan lalu lintas di kota Pekanbaru ditiap titik kemacetan 

belum merata dan konsisten. hanya dilakukan dibeberapa ruas jalan dan 

persimpangan jalan, seperti kawasan sekolah, kawasan pasar, Simpang batalyon 

arhanud, simpang kantor camat Ssukajadi,Bukit Barisan, U-Turn Gramedia, dan 

Garuda sakti. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan dengan pembagian 2 shif tim 

pengawas, yaitu shif pagi dan siang. Pelaksanaan pengawasan dipos-pos 

pengawas ini lebih sering dilakukan saat pagi hari. Pengawasan ini dilakukan 

secara rutin dan hari libur natal, libur hari raya, dan tahun baru. Selain itu, 

pengawasan lalu lintas melalui CCTV/ATCS (Area Traffic Control System juga 

belum merata, hanya dilakukan dipusat kota saja, seperti Simpang Jalan 

Sudirman-Gadjah Mada, Jalan Diponegoro, dan Jalan Sudirman-Tuanku 

Tambusai. Selain itu beberapa daerah dikota Pekanbaru masih ada traffic light 

yang tidak terawat dan tidak berfungsi dengan baik, seperti di simpang empat 
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panam dibutuhkannya perawatan traffic light, di Jl Garuda sakti traffic light yang 

tidak beroperasi dengan baik, dan kerusakan traffic light di simpang Ahmad Yani 

Cempaka. Hal tersebut mempengaruhi pergerakan lalu lintas di kota Pekanbaru. 

Permasalahan lalu lintas yang terjadi di kota Pekanbaru memberikan dampak 

yang cukup signifikan terhadap aktivitas masyarakat di kota Pekanabaru. Dampak 

yang dirasakan masyarakat kota Pekanbaru dari permasalahan lalu lintas tersebut 

yaitu: Kondisi jalan yang rusak akibat angkutan barang yang melebihi muatan 

sehingga sering terjadinya kecelakaan, dan lambatnya pergerakan kendaraan lalu 

lintas, atau mengalami kemacetan, yang mana membuat masyarakat boros akan 

waktu karena menghabiskan waktu di jalan, kelelahan dalam perjalanan, 

kecelakaan, boros penggunaan bahan bakar. Dengan meningkatnya jumlah 

kendaraan di jalan menyebabkan polusi udara dan ketidaknyamanan masyarakat 

dalam berlalu lintas.  

Berdasarkan uraian latar belakang dari permasalahan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang pengawasan lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan kota Pekanbaru dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Lalu 

Lintas Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan 

diteliti adalah 

1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan lalu lintas oleh dinas perhubungan kota 

Pekanbaru? 
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2) Apa Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan lalu lintas oleh Dinas 

perhubungan kota Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam pelaksanaan pengawasan 

lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas perhubungan kota Pekanbaru 

2) Untuk mengetahui factor penghambat pelaksanaan pengawasan lalu lintas oleh 

Dinas perhubungan kota Pekanbaru 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1) Memberikan masukan bagi Dinas perhubungan kota pekanbaru untuk 

memperbaiki pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di kota 

Pekabaru 

2) Memberikan wawasan kepada pemangku kebijakan masyarakat tentang peran 

aktif dalam mendukung ketertiban lalu lintas 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan untuk menguraikan pembahasan 

masalah, maka penulis berupaya menyusun kerangka penelitian secara sistematis 

agar lebih terarah dan mudah dipahami, serta tidak kalah pentingnya adalah 

disakjikan nantinya mampu menjawab permasalahan yang telah dijelaskan 
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sebelumnya, sehingga tercapai tujuan  yang telah ditentukan dengan sistematis 

sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II: Kajian Terdahulu Dan Kerangka Berpikir. Bab ini berisi tentang 

Kajian Teori, Kajian Terdahulu, Kerangka Berpikir, dan Konsep Operasional. 

BAB III: Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Lokasi 

Penelitian, Informan Penelitian Data, Jenis dan Sumber Data, Teknik 

Pengumpulan Data, dan Analisis Data. 

BAB IV: Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian. Bab ini peneliti 

menjelaskan lokasi penelitian, peneliti menjelaskan sejarah, visi misi, dan struktur 

organisasi. 

BAB V: Hasil Dan Pembahasan. Bab ini Peneliti menjelaskan hasil penelitian, 

dan pembahasan tentang Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru. 

BAB VI: Kesimpulan. Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan 

penelitian serta saran atau masukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1. Pengawasan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengawasan berasal dari kata 

“Awas” yang berarti memperhatikan dengan baik. Pengawasan juga disebut 

sebagai “Controlling” yang berarti mengatur, melihat, mengendalikan, menilai, 

dan mengawasi. Pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan dengan 

melihat, mengatur dan memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Ndraha (1998) 

pengawasan adalah tugas memantau, membandingkan, dan mengevaluasi 

(Rahmawati,S & Amalia, 2020). 

Tindakan pemantauan terhadap suatu kegiatan dilakukan saat proses 

pelaksanaan kegiatan, yang mana pemantauan ini dilakukan dengan mengamati 

pelaksanaan kegiatan dan memastikan serta mencegah terjadinya gangguan dalam 

kegiatan. Setelah itu dilakukannya perbandingan dari kegiatan yang telah 

dilaksankan dengan rencana target yang sudah disusun sebelumnya dalam proses 

perencanaan kegiatan, dalam tahap perbandingan ini dapat dilihat ketidaksesuaian 

pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan awal kegiatan. Kemudian dilanjutkan 

pengevaluasian yang merupakan tahap menilai suatu kegiatan, menganalisis 

masalah atau kendala yang terjadi serta menganalisis dampak dari masalah dalam 

pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi tujuan kegiaan. Pelaksanaan 
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pengawasan ini penting untuk dijadikan penilaian dan pengadaan tindakan 

penyelesaian atau perbaikan dari kesalahan dalam suatu kegiatan. 

Rachmawati Sururama & Rizki Amalia (2020:16) Dalam bukunya yang 

berjudul “Pengawasan Pemerintah” yang mengemukakan definisi pengawasan 

menurut para ahli sebagai berikut: 

1) George R. Tery (2006) mengartikan pengawasan adalah memastikan 

secara jelas kegiatan yang telah dilaksanakan, serta dilakukannya penilaian 

terhadap kegiatan. 

2)  Robbin (Dalam sugandha, 1999) mengungkapkan bahwa pengawasan 

merupakan suatu proses kegiatan yang dijalankan oleh seorang manajer 

dalam organisasi. 

3) Dale (Dalam winardi, 2000) mengungkapkan bahwa pengawasan 

merupakan suatu proses yang dilakukan tidak hanya memantau, melihat, 

tetapi juga dilakukannya perbaikan terhadap masalah yang mempengaruhi 

pelaksanaan kegiatan. 

4) Admosudirdjo (Dalam Febriani, 2005) Mengungkapkan bahwa 

pengawasan adalah suatu kegiatan, membandingkan dan mengukur 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar atau kriteria yang telah 

ditetapkan pada saat dilakukannya perencanaan kegiatan. 

Dari definisi pengawasan menurut para ahli dapat dikatakan bahwa 

pengawasan merupakan tahap penting dalam pelaksanaan kegiatan atau program 

dalam mencapai tujuan suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, penting 
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dilakukannya pengawasan sebagai kunci keefektifan suatu kegiatan. Tahap 

pengawasan menjadi arahan, petunjuk, dan bimbingan untuk mencapai tujuan 

dalam kegiatan tersebut. Pelaksanaan proses pengawasan membawa suatu 

kegiatan pada perbaikan, penyelesaian masalah, pencegahan kendala atau 

hambatan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan proses 

pengawasan terdapat beberapa tahap yang dilakukan, sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh G.R Terry di kutip dalam Sukama (1992) dan (Rahmawati,S & 

Amalia, 2020) Proses pengawasan terbagi menjadi 4 tahap ,yaitu: 

1) Menentukan Standar atau dasar pengawasan 

Penetapan standar  merupakan tahap awal dalam pelaksanaan 

pengawasan, saat penetapan standar ini suatu organisasi menentukan hal 

yang ingin dicapai, dan startegi yang akan dilaksanakan dalam 

pelaksanaan pengawasan. Penentuan standar disebut juga penetapan 

pedoman untuk mengukur kinerja dalam suatu kegiatan, selain itu juga 

dilakukan penentuan indikator untuk menilai pelaksanaan kegiatan. 

Standar dijadikan kunci untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam 

pelaksanaan kegiatan.  

2) Mengukur Pelaksanaan pengawasan 

Pada tahap ini suatu organisasi akan menilai pelaksanaan suatu 

kegiatan. Suatu organisasi akan melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan 

atau program dilakukan. Tahap penilaian ini penting untuk memastikan 

pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. 

3) Membandingkan Pelaksanaan dengan standar 
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Pada tahap ini suatu organisasi akan melihat, dan membandingkan 

pelaksanaan kegiatan dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

Suatu organisasi menganalisis hambatan atau masalah yang terjadi dalam 

pelaksanaan keagiatan. 

4) Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat. 

Setelah menilai dan membandingkan pelaksanaan suatu kegiatan 

dapat ditemukan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, maka suatu 

organisasi harus menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan 

tersebut, dan segera dilakukannya tindakan yang tepat untuk penyelesaian 

masalah dalam pelaksanaan kegiatan. 

2.1.2. Transportasi 

Menurut Miro (2005) Transportasi adalah suatu usaha untuk 

memindahkan, mengangkut suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain.  

Sedangkan menurut Nasution (2004) dan (Fadilah et al., 2024). Transportasi 

merupakan suatu proses pergerakan manusia dan barang dari lokasi awal aktivitas 

menuju lokasi lain atau lokasi tujuan. Jadi dari pendapat ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa transportasi merupakan suatu pergerakan yang dilakukan oleh 

manusia menggunakan kendaraan menuju suatu tempat untuk menjalankan 

aktivitas. Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, transportasi berperan sebagai penggerak dan pendorong aktivitas 

manusia. Transportasi disebut juga sebagai suatu sistem atau kompenen yang 

saling terkait dalam melakukan pergerakan dan perpindahan.  Menurut (Nur et al., 

2021) Adapun komponen kompenen transportasi tersebut yaitu: 
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1. Manusia sebagai penggerak kendaraan, dalam melakukan perpindahan dari 

suatu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan, dibutuhkannya 

manusia sebagai penggerak atau yang menjalankan kendaraan. 

2. Adanya Sarana,  Dalam sistem trasnportasi adapun saran yang digunakan 

untuk melakukan perpindahan atau pergerakan kesuatu tempat, adapun 

sarananya yaitu kendaraan dan jalan. Kendaraan merupakan sarana yang 

digunakan untuk memindahkan manusia atau barang kesuatu tempat, 

kendaraan tersebut melakukan pergerakan tersebut pada sarana jalan. 

3. Adanya Prasarana, Prasarana merupakan unsur pendukung transportasi, 

seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, terminal yang digunakan 

untuk keselamatan dan kenyamanan manusia. 

4. Adanya organisasi atau lembaga pengelola transportasi, yang mengatur 

dan mengelola unsur –unsur transportasi tersebut adalah suatu lembaga 

pemerintah, yang bertugas mengelola, mengatur, dan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas dan transportasi 

untuk kenyamanan masyarakat beraktivitas. 

Tiap-tiap komponen dalam sistem transportasi tersebut saling terkait dan 

saling mempengaruhi. Sistem transportasi bertujuan untuk mengatur 

perpindahan atau pergerakan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat 

lainnya secara teratur agar tecapainya transportasi yang aman, nyaman, dan 

selamat. 
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Dalam berlalu lintas dibutuhkannya manajemen lalu lintas sebagai 

petunjuk pelaksanaan lalu lintas yang aman, nyaman, dan efisien. Manajemen lalu 

lintas merupakan suatu ilmu yang mengatur pelaksanaan, pengelolaan lalu lintas, 

pengelolaan prasarana transportasi untuk mendukung kenyamanan  dan 

keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas 

2.1.3. Implementasi 

Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu “To 

Implement” yang artinya menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu. 

Implementasi disebut juga dengan suatu proses penerapan atau pelaksanaan. 

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), Implementasi 

merupakan Suatu proses memahami apa yang terjadi  setelah suatu program  

dijalankan, serta menganalisis dampak dari program atau kebijakan tersebut bagi 

masyarakat, (Pramono, 2020). Sedangkan menurut Wahab (1997) dikutip dalam 

Marwiyah, S (2022)  Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh, 

individu atau pejabat, kelompok pemerintah, yang diarahkan pada tujuan yang 

ingin dicapai yang sudah ditentukan dalam keputusan kebijakan (Marwiyah, 

2022). 

Pelaksanaan suatu kebijakan merupakan aktivitas lanjutan dari perumusan 

dan pengesahan kebijakan (Mutisari et al 2016) yang dikutip dalam Marwiyah.S 

(2022). Pelaksanaan suatu kebijakan diwujudkan dalam sebuah program, kegiatan, 

dan langkah operasional yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan, 

pelaksanaan kebijakan tersebut tentu memberikan dampak atau pengaruh kepada 
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masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan, tentu 

dibutuhkannya tahap-tahap implementasi kebijakan, agar terlaksana secara 

sistematis. Tahap-tahap dalam proses implementasi kebijakan yang dikutip dalam 

(Arafat, 2023) yang terdiri dari Perencanaan Implementasi, Koordinasi dan 

kolaborasi, Alokasi Sumber Daya, Pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan 

evaluasi, penyesuaian dan perbaikan. 

1) Perencanaan Implementasi, merupakan tahap awal dalam implementasi 

kebijakan. Pada tahap ini  implementor kebijakan merencanakan tujuan 

yang ingin dicapai dalam pelaksanaan sebuah program atau kegiatan, 

mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, menetapkan agenda, dan 

merumuskan strategi pelaksanaan suatu program atau kegiatan tersebut. 

2) Koordinasi dan kolaborasi, kolaborasi merupakan tahap penting dalam 

pelaksanaan kebijakan, Para implementor berkomunikasi dan 

berkoordinasi mengenai pelaksanaan suatu program, mengkoordinasikan 

pembagian tugas dengan anggota tim pelaksana program. 

3) Alokasi sumber daya, pengalokasian sumber daya menjadi tahap penting 

dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya merupakan alat penggerak 

pelaksanaan kebijakan atau program. Dalam pelaksanaan kebijakan 

dibutuhkannya sumber daya manusia selaku pelaksana, anggaran, 

infrastruktur, dan teknologi. penyediaan sumber daya menjadi factor 

penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 
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4) Pelaksanaan kegiatan, Pada tahap ini Tim pelaksana kebijakan atau 

program menjalankan program sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

mereka sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

5) Pemantauan dan evaluasi, Merupakan tahap penting dalam pelaksanaan 

kebijakan. Pada tahap ini dilaksanakannya pemantauan terhadap program 

atau kegiatan yang sudah dilaksankan, dan menilai kelayakan program 

tersebut terhadap public, atu menilai keberhasilan program. 

6) Penyesuaian dan perbaikan, Setelah dilaksanakannya tahap evaluasi maka 

dilakukannya tahap perbaikan. Pada tahap ini implementor memutuskan 

perbaikan, perubahan kebijakan, dan peningkatan keefektivitasan 

kebijakan atau program yang dilaksanakan. 

Jadi Implementasi merupakan  suatu proses kegiatan atau program yang 

dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 

tujuan program atau kebijakan itu sendiri. Adapun teori Implementasi kebijakan 

menurut George C. Edward III, (Pramono,J 2020) yaitu: 

1) Komunikasi, Menurut KBBI komunikasi merupakan suatu proses 

pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih agar pesan 

dapat dipahami. Dalam implmentasi kebijakan komunikasi penting untuk 

saling memberikan informasi mengenai pelaksanaan sebuah program atau 

kebijakan. Komunikasi menjadi kunci keberhasilan implementasi 

kebijakan, dimana implementor kebijakan memberikan informasi 

mengenai apa yang dilakukan, tujuan dan sasaran sebuah program kepada 
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sesama anggota atau kelompok sasaran informasi, sehingga akan 

mengurangi terjadinya penyimpangan implementasi. 

2) Sumber daya, Sumber daya merupakan komponen penggerak 

Implementasi kebijakan. Adapun Sumber daya dalam implementasi 

kebijakan, yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial. Sumber 

daya menjadi faktor pendorong keefektifan implementasi kebijakan. 

3) Disposisi, Disposisi merupakan unsur penting dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan. Disposisi disebut juga dengan sikap atau watak 

yang dimiliki oleh implementor kebijakan. Apabila implementor memiliki 

sikap atau watak yang baik maka implementasi kebijakan dapat dijalankan 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi sikap komitmen, 

kejujuran, kedisiplinan, dan demokratis penting dimiliki oleh implementor 

kebijakan dalam menjalankan atau melaksanakan sebuah kebijakan. 

4) Struktur Birokrasi juga menjadi unsur penting dalam keberhasilan 

pengimplementasian suatu kebijakan. struktur birokrasi disebut juga 

dengan struktur organisasi, dalam struktur organisasi ini terdapat 

pembagian kedudukan, pembagian tugas dan fungsi dalam suatu 

organisasi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan 

kebijakan dapat berjalan secara sistematis, dan efektif.  

Dalam konteks Pelaksanaan pengawasan lalu lintas yang dilakukan 

oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dapat dilihat bahwa pelaksanaan 

pengawasan ini merupakan salah satu program atau kebijakan pemerintah 

untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar, nyaman, dan efektif. 
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Kebijakan tersebut berupa Peraturan Perundang-undangan yang 

merupakan salah satu aturan tertulis dibuat oleh lembaga pemerintahan 

untuk mengurus dan mengatasi permasalahan berlalu lintas. Dalam 

permasalahan berlalu lintas, adapun kebijakan yang dibuat pemerintah 

dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Kebijakan ini bertujuan untuk 

mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu 

lintas dan angkutan jalan. Selain itu kebijakan mengenai lalu lintas dan 

angkutan jalan juga di dukung oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan 

jalan yang juga bertujuan untuk mencioptakan lalu lintas yang cepat, 

lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien. 

2.1.4. Pengawasan dalam Pandangan Islam  

Pengawasan disebut juga dengan Ar Riqabah yang berarti mengamati, 

memantau, dan menilai jalannya suatu kegiatan yang sudah direncanakan 

(Museliza, 2018). Dalam melaksanakan pemantauan terhadap suatu kegiatan 

pemimpin memiliki peran penting untuk melakukan penilaian dan memutuskan 

dilakukannya perbaikan terhadap suatu kegiatan, karena pemimpin merupakan 

orang yang memiliki tugas utama mengontrol anggota dalam pelaksanaan 

organisasi. Dalam pandangan islam menjaga keselamatan dan kesuksesan sebuah 

organisasi  merupakan tugas utama pemimpin organisasi, seorang pemimpin harus 

mampu mengontrol diri sendiri, dan anggotanya.  Sesuai dengan firman Allah 

SWT. Dalam surat At Tahrim (66:6) 
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 ى  كَةٌ غِلََظٌ شِداَدٌ لَّا 
 
قىُْدهَُا النااسُ وَالْحِجَارَةُ عَليَْهَامَلٰ ا انَْفسَُكُمْ وَاهَْلِيْكُمْ نَارًا وا يٰٰٓايَُّهَا الاذِيْنَ اٰمَنىُْا قىُْٰٓ

٦۝ َ مَآٰ امََزَهُمْ وَيَفْعَلىُْنَ مَا يؤُْمَزُوْنَ   يعَْصُىْنَ اللّٰه

“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga dari api neraka 

yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat 

yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-

Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” 

Ayat ini berisikan perintah untuk menjalankan perintah Allah dan tidak 

melanggarnya agar selamat dari api neraka, dan adanya malaikat yang keras 

menjaga dan mencatat perbuatan manusia. Selain itu juga terdapat dalam Q.S An-

Nisa ayat 59: 

                                                                                                                      

    ٥٩                                                                                                                                         

“ yâ ayyuhalladzîna âmanû athî„ullâha wa athî„ur-rasûla wa ulil-amri mingkum, 

fa in tanâza„tum fî syai'in fa ruddûhu ilallâhi war-rasûli ing kuntum tu'minûna 

billâhi wal-yaumil-âkhir, dzâlika khairuw wa aḫsanu ta'wîlâ” 

“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi 

Muhammad) serta ululamri (Pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu 

berbeda pendapat tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan 
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Rasul (Sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian 

itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. 

Ayat ini berisikan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk 

mematuhi dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan para pemegang 

kekuasaan, serta meninggalkan segala larangannya. Mengikuti perintah Rasul 

berarti mengikuti ajaran rasulullah dan meneladani prilaku  beliau. Mengikuti 

permintaan dan kepemimpinan ulil amri atau pemegang kekuasaan dapat 

dilakukan jika keputusan yang diambil pemegang kekuasaan tidak bertentangan 

dengan ajaran Allah dan Rasulnya. 

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa orang beriman mentaati aturan Allah 

yang berlaku. Jika dikaitkan dengan Pelaksanaan Pengawasan lalu lintas, bahwa 

setiap aturan yang lalu lintas yang berlaku,seperti etika berkendara untuk 

keselamatan masyarakat harus dipatuhi masyarakat. Menaati perintah Rasulullah, 

dari ayat diatas dapat dilihat bahwa orang beriman diperintahkan untuk 

meneladani sifat rasulullah salah satunya bertanggung jawab, toleransi, jika 

dikaitkan dengan Pelaksanaan Pengawasan lalu lintas, dapat dilihat pentingnya 

prilaku  bertanggung jawab, disiplin, dan toleransi antar sesama petugas dalam 

melaksanakan pengawasan lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

kota Pekanbaru. Taat kepada  ulul amri atau pemegang kekuasaan, dilihat dari 

konteks pelaksanaan pengawasan lalu lintas dapat dilihat bahwa pemegang 

kekuasaannya yaitu Dinas Perhubungan dan Satuan polisi lalu lintas. Aturan lalu 

lintas atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah wajib ditaati untuk 

keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas. kebijakan 
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pelaksanaan pengawasan lalu lintas merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada 

ulul amri selaku implementor yang menetapkan aturan dan kebijakan lalu lintas. 

Jadi pengawasan dalam pandangan islam dapat merujuk kepada Q.S An-

nisa ayat 59. ayat ini meminta orang beriman untuk mematuhi aturan Allah dan 

rasulnya, dalam konteks pelaksanaan pengawasan lalu  lintas,masyarakat diminta 

untuk mematuhi aturan tertib berlalu lintas yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

2.1.5. Dinas Perhubungan 

Dinas perhubungan kota Pekanbaru merupakan salah satu Instansi pemerintah 

yang membantu kepala daerah melaksanakan kewenangan di bidang lalu lintas 

dan angkutan jalan. Dinas perhubungan memiliki tugas dan kewenangan sebagai 

berikut: 

1) Perumusan teknis kebijakan dibidang perhubungan, maksudnya dinas 

perhubungan merencanakan pengembangan, pengelolaan transportasi, dan 

merencanakan penyediaan dan perawatan infrastruktur transportasi. 

2) Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perhubungan, maksudnya 

Dinas perhubungan berperan dalam memberikan pelayanan dibidang 

transportasi kepada masyarakat, seperti penyediaan transportasi umum 

yang layak bagi masyarakat 

3) Pelaksanaan tugas operasional lalu lintas, parkir, angkutan dan terminal, 

dan sarana, maksudnya dinas perhubungan berperan dalam mengatur lalu 

lintas, memastikan kelancaran lalu lintas, penempatan dan perawwatan 
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rambu-rambu lalu lintas, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu 

lintas,  penentuan tarif parkir, penertiban parkir sembarangan, dan 

pemeriksaan angkutan barang. 

4) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas, maksudnya dinas 

perhubungan berperan dalam memberikan izin operasional angkutan 

umum, dan mengelola penerbitan dokumen izin mengemudi seperti Surat 

izin mengemudi.  
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2.2 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

NO Penulis Judul Dan 

Tahun 

Hasil Methodology Perbedaan 

penelitian 

1. 

 

Dwi Putri 

Yulianti 

dan 

Syapriyanto 

Pengawasan 

Dinas 

Perhubungan 

Kota 

Pekanbaru 

Terhadap 

Ketertiban 

Lalu Lintas 

(2024) 

Penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa dinas 

perhubungan 

kota pekanbaru 

dengan 

satlantas 

polresta 

pekanbaru 

bahwa untuk 

meningkatkan 

kesadaran 

masyarakat 

maka perlu 

melakukan 

sebuah 

sosialisasi 

yang lebih baik 

lagi tentang 

aturan lalu 

lintas, serta 

untuk 

keterbatasan 

anggaran, 

maka 

Metode 

deskriptif 

kualitatif 

Pengawasan Dinas 

Perhubungan Kota 

Pekanbaru terhadap 

ketertiban lalu 

lintas lebih 

menyoroti 

sosialisasi dan 

ketertiban 

masyarakat, 

sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan peneliti 

fokus kepada  

pelaksanaan 

pengawasan lalu 

lintas, peran Dinas 

Perhubungan 

dalam menjalankan 

tugas tanggung 

jawab pengawasan 

lalu lintas, strategi 

dan metode 

pengawasan lalu 

lintas oleh Dinas 

Perhubungan kota 
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pemerintah 

mengalokasika

n anggaran 

yang memadai 

untuk 

pemeliharaan 

infrastruktur 

lalu lintas guna 

memastikan 

keselamatan 

dan kelancaran 

lalu lintas 

 

 

Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikhsan 

Risniawan 

Putra, Febri 

Yuliani, 

Hasim 

As’ari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi 

Kebijakan 

Penyelenggar

an Lalu 

Lintas dan 

Angkutan 

Jalan (Studi 

kasus 

penyediaan 

perlengkapan 

jalan umum 

yang 

berstatus 

sebagai jalan 

Penelitian ini 

adalah 

menunjukkan 

bahwa 

implementasi 

kebijakan 

penyediaan 

perlengkapan 

jalan 

dikecamatan 

pekanbaru kota 

dilihat dari 

proses atau 

alur kerjanya 

Metode 

deskriptif 

kualitatif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi 

kebijakan 

penyelenggaraan 

lalu lintas angkutan 

jalan (Studi kasus 

penyediaan 

perlengkapan jalan 

umum yang 

berstatus sebagai 

jalan kota 

dikecamatan 

pekanbaru) Fokus 

kepada studi kasus 

penyediaan 
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kota 

dikecamatan 

Pekanbaru 

Kota.) 

(2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sudah bagus 

tetapi ada 

kendala yakni: 

fasilitas jalan 

kurang 

perawatan 

sehingga 

manfaat 

kebijakan ini 

belum bisa 

terwujud 

dengan 

maksimal. 

Factor yang 

menghambat 

kebijakan 

tersebut adalah 

anggaran yang 

terbatas, 

prilaku oknum 

masyarakat 

yang tidak baik 

dan 

pemeliharaan 

perlengkapan 

jalan yang 

tidak 

terlaksana 

dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perlengkapan jalan 

di Kota Pekanbaru. 

Sedangkan  

Penelitian yang 

dilakukan peneliti 

fokus tentang 

pelaksanaan 

pengawasan dan 

lalu lintas yang 

dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru, 

yang mana tidak 

hanya fokus kepada 

perlengkapan jalan 

saja. Tetapi juga 

peran, strategi dan 

metode 

pengawasan lalu 

lintas oleh Dinas 

perhubungan 
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3.  Rizki 

Naldi,Dra. 

Dan 

Ernawati, 

M.Si 

Pelaksanaan 

Pengawasan 

Dinas 

Perhubungan 

Terhadap 

Traffich 

Light Di 

Kota 

Pekanbaru 

(2015). 

Hasil 

penelitian ini 

adalah 

pelaksanaan 

monitoring 

dinas 

perhubungan 

terhadap 

lampu lalu 

lintas dikota 

pekanbaru 

sudah berjalan 

dengan efektif 

dan belum 

terlaksana 

dengan baik, 

karena banyak 

fenomena yang 

sering terjadi 

dilokasi titik 

kumpul yaitu 

adanya resiko 

kerusakan 

pada lampu 

lalu lintas yang 

ada beberapa 

diantaranya 

tidak 

beroperasi 

sebagaimana 

mestinya. 

Metode 

kualitatif 

dengan  

pendekatan 

deskriptif. 

Pelaksanaan 

Pengawasan Dinas 

Perhubungan 

terhadap Traffic 

light dikota 

Pekanbaru hanya 

fokus kepada 

penyediaan traffic 

light saja, 

sedangkan 

penelitian peneliti 

fokus kepada 

pelaksanaan 

pengawasan lalu 

lintas yang 

dilakukan oleh 

dinas perhubungan, 

serta peran 

tanggung jawab, 

strategi, dan 

metode dalam 

pelaksanaan 

pengawasan lalu 

lintas Oleh Dinas 

Perhubungan Di 

Kota Pekanbaru. 
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Sehingga arus 

lalu lintas tidak 

berjalan 

dengan normal 

dan membuat 

pengendara 

tidak nyaman 

dalam berlalu 

lintas dijalan 

raya. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir 

Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan pengawasan lalu lintas 

oleh dinas perhubungan belum merata 

ditiap ruas jalan saat jam-jam sibuk di 

kota Pekanbaru. 

 

Faktor penghambat Pelaksanaan 

pengawasan lalu lintas oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru  

Proses Pengawasan menurut Terry di kutip 

dalam Sukama (1992) dan Rahmawati, S 

(2020): 

1. Menentukan Standar 

2. Mengukur Pelaksanaan 

3. Membandingkan Pelaksanaan dengan 

standar 

4. Memperbaiki penyimpangan dengan 

tindakan yang tepat 

 

Komponen-komponen transportasi 

menurut Nur et al, 2021 yang 

mempengaruhi pengawasan lalu lintas: 

1. Manusia sebagai penggerak 

kendaraan 

2. Adanya Sarana 

3. Adanya Prasarana 

4. Adanya Organisasi atau lembaga 

yang mengelola transportasi 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan pengawasan  lalu lintas, 

yang dilakukan oleh Dinas Perhubunga kota Pekanbaru dalam mewujudkan lalu lintas 

yang nyaman , aman, lancar, dan tertib. 
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2.4 Konsep Operasional  

Tabel 2. 2 Konsep Operasional 

 Konsep  Indikator Sub Indikator 

1. Proses 

Pengawasan 

Menurut G.R 

Terry dikutip 

dalam Sukama 

(1992) dan 

Rahmawati,S 

(2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menentukan 

Standar 

1. Tujuan Pengawasan 

2. Standar Operasional 

Pelaksanan Pengawasan 

2. Mengukur 

Pelaksanaan 

pengawasan 

1. Menilai kinerja tim 

pengawas 

2. Jumlah tim pengawas 

3. Jumlah fasilitas lalu 

lintas yang layak 

digunakan dan  

dibutuhkannya 

perbaikan 

4. penggunaan teknologi 

untuk pengawasan 

5. Jumlah titik 

kemacetan 

6. Jumlah pengendara 

yang melanggar lalu 

lintas. 

3. Membandingkan 

Pelaksanaan dengan 

Standar 

1.Membandingkan 

pelaksanaan 

pengawasan dilapangan 

dengan SOP 

pengawasan yang 

ditetapkan sebelumnya 
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4. Memperbaiki 

penyimpangan 

dengan tindakan 

yang tepat 

 

Melakukan teguran dan 

penertiban bagi 

pelanggar lalu lintas, 

dan adanya evaluasi 

berkala atau tindakan 

lanjutan perbaikan 

terhadap hambatan yang 

dihadapi dalam 

pelaksanaan 

pengawasan. 

Sumber:  Teori GR.Terry dikutip dalam Rahmawati,S (2020) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif  dengan pendekatan 

deskriptif. Menurut Basrowi& Suwandi (2014) Penelitian kualitatif merupakan 

suatu penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang 

belum diketahui (Hafni, 2022). Penelitian kualitatif ini berisi pandangan terhadap 

suatu fenomena dengan menghasilkan suatu analisis deskriptif berupa kalimat. 

Penelitian ini ingin menggambarkan, mendeskripsikan secara spesifik proses 

pelaksanaan pengawasan lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas perhubungan dan 

mendeskripsikan secara mendalam factor penghambat pelaksanaan pengawasan 

lalu lintas Melalui penelitian kualitatif ini peneliti ingin mengungkapkan dinamika 

interaksi berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas melalui 

di kota Pekanbaru. 

3.2 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penulis 

memilih lokasi ini karena Pelaksanaan pengawasan lalu lintas dikendalikan dan 

dipahami oleh Dinas perhubungan kota Pekanbaru, dan permasalahan dalam 

berlalu lintas ini perlu diselesaikan demi kenyamanan masyarakat. 

 

 



36 
 

3.3 Sumber Data   

Data disebut juga dengan fakta-fakta yang disimpan dan mempunyai makna 

tertentu (Sinaga Dameria, 2023). Sumber data merupakan  tempat dimana 

informasi atau data didapatkan. Jenis sumber data yang didapatkan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1) Data Primer, merupakan informasi yang didapatkan langsung dari sumber 

pertama. Sumber data primer ini mencakup informasi yang didapatkan 

melalui interaksi lisan secara langsung, serta prilaku yang ditunjukkan oleh 

subjek. 

2) Data Sekunder, merupakan informasi yang dapat diakses lewat membaca, 

melihat dan mendengar. Data ini diperoleh melalui buku-buku ilmiah,  dan 

catatan atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian. 

3.4 Teknik Mengumpulkan Data  

Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu 

dengan  literature reviu dari penelitian-penelitian terdahulu dan wawancara. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut: 

1) Observasi, merupakan langkah dalam mengumpulkan data melalui 

pengamatan secara langsung kondisi, dan gejala masalah dilapangan. 

2) Wawancara, merupakan langkah dalam mengumpulkan data melalui 

interaksi, komunikasi lisan secra langsung, dan diarahkan dengan pertanyaan-

pertanyann. Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan kepada 
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pihak-pihak yang paham mengenai pelaksanaan pengawasan lalu lintas di 

kota Pekanbaru, seperti Kasi dan Kanit Pengawasan lalu lintas. 

3) Dokumentasi, merupakan langkah dalam mengumpulkan data melalui 

dokumen seperti bacaan, rekaman audio, video, yang mana bertujuan untuk 

mempelajari dan memahami data yang terdapat dari lokasi penelitian. 

3.5 Informan Penelitian  

Informan adalah seseorang yang mampu memberikan pernyataan atau 

keterangan terhadap suatu persoalan. Dalam penelitian ini penentuan informan 

penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Menurut sugiono (2008) 

purposive sampling merupakan suatu teknik pengambilan sumber data dengan 

mempertimbangkan suatu hal (Sinaga Dameria, 2023). Maksudnya penentuan 

informan penelitian dilakukan dengan memilih seseorang yang mengetahui 

pelaksanaan pengawasan lalu lintas di kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi 

informan dalam penelitian ini, yaitu: 

Tabel 3. 1 Informan Penelitian 

No   Nama Informan Posisi Narasumber Informasi yang 

diharapkan 

1. Febrino, S.E Kepala Bidang 

Manajemen Rekayasa 

Lalu lintas 

Pelaksanaan 

pengawasan lalu lintas 

oleh Dinas 

Perhubungan, dan 
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factor penghambat 

pelaksanaan 

pengawasan tersebut. 

2. M. Reyhan Ardian S.T r.Tra. Pengawasa Satuan 

Pelayanan (Staf Lalu 

Lintas) 

Pelaksanaan 

pengawasan lalu lintas 

oleh Dinas 

Perhubungan, dan 

factor penghambat 

pelaksanaan 

pengawasan tersebut. 

3. Suci Eliza Staf Pengawasan dan 

Pelayanan  

Pelaksanaan 

pengawasan lalu lintas 

oleh Dinas 

Perhubungan, dan 

factor penghambat 

pelaksanaan 

pengawasan tersebut. 

4. Masyarakat Pengendara kendaraan 

pribadi 

Pelaksanaan 

pengawasan lalu lintas 

di lapangan yang 

dilakukan oleh 

petugas pengawas lalu 
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lintas Dinas 

perhubungan 

 

3.6 Analisis Data  

Menurut Bogdan (Dalam Sugiyono, 2018) Menjelaskan bahwa analisis 

data merupakan suatu peoses menyajikan dan menyusun data atau informasi yang 

diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya secara jelas 

dan teratur (Fattah Nasution, 2023). Adapun teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu, teknik analisis data menurut Miles and Huberman 

(Dalam sugiono 2018) dan (Fattah Nasution, 2023) teknik analisis data yang 

digunakan sebagai berikut: 

1) Reduksi data, reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan secara 

keseluruhan data atau informasi yang didapatkan melalui wawancara, 

kemudian pilih dan kelompokkan hasil wawancara sesuai dengan masalah 

yang diteliti 

2) Display data, Setelah semua hasil wawancara dikelompokkan, kemudian 

sajikan data dalam bentuk kalimat atau analisis narasi dalam bentuk tabel. 

3) Penarikan kesimpulan 

Kutipan atau informasi yang sudah disajikan berupa analisis, maka penulis 

menyimpulkan hasil dari wawancara, dan pengamatan dilapangan terhadap 

Pelaksanaan pengawasan lalu lintas melalui oleh dinas perhubungan kota 

Pekanbaru. 



40 
 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

4.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi 

pemerintah yang membantu kepala daerah melaksanakan kewenangan 

dibidang perhubungan. Berdasarkan Peraturan walikota Pekanbaru Nomor 166 

Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, seta tata 

kerja Dinas Perhubungan kota Pekanbaru, pembentukan dinas perhubungan 

kota Pekanbaru merupakan salah satu usaha pemerintah untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dibidang Perhubungan, seperti lalu lintas dan 

transportasi. Dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang perhubungan, 

dinas perhubungan kota Pekanbaru memiliki Tugas dan fungsi sebagai 

berikut: 

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, Dinas perhubungan 

merencanakan pengembangan transportasi, perencanaan perkembangan 

infrastruktur jalan, jembatan, dan terminal. 

2) Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang perhubungan, seperti 

penyediaan transportasi umum 

3) Pelaksanaan tugas operasional dibidang lalu lintas, parkir, angkutan dan 

terminal, sarana dan operasional, Dinas perhubungan menjalankan tugas 

dalam mengatur arus lalu lintas, memastikan kelancaran lalu lintas, 

penempatan rambu-rambu. 
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4.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

Adapun yang menjadi visi misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

adalah sebagai berikut: 

Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru: “Terwujudnya tingkat kualitas 

pelayanan dan penyedia jasa transportasi, komunikasi, dan informatika yang 

lengkap, menyeluruh, handal, dan terjangkau” Untuk mewujudkan visinya 

Dinas perhubungan kota pekanbaru mempunyai Misi Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru, yaitu: 

1) Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas 

dan professional 

2) Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan, aksebilitas dan tingkat 

kualitas pelayanan perhubungan. 

3) Mengusahakan ketersediaan dan kehandalan prasarana, sarana, dan sistem 

jaringan transportasi 

4) Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional 

Perhubungan. 

4.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

Berdasarkan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 166 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, tugas dan fungsi  Dinas Perhubungan kota Pekanbaru, 

Adapun Tugas dan fungsi Dinas perhubungan sebagai berikut: 
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1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas bertugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan dibidang perhubungan. Dalam mmenjalankan tugasnya Kepala 

dinas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: 

1) Merumuskan dan menetapkan rencana kerja pemerintahan dibidang 

perhubungan 

2) Merumuskan dan menetapkan rencana induk jaringan lalu lintas dan 

angkutan jalan 

3) Merumuskan dan menetapkan penyediaan perlengkapan jalan, dan fasilitas 

transportasi 

4) Mengkoordinasi keseluruhan staf atau aparat dinas 

5) Melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan, serta evaluasi 

pelaksanaan tugas sekretariat, bidang angkutan, manajemen rekayasa lalu 

lintas serta keselamatan teknik sarana dan prasarana. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang perhubungan kepala 

dinas dibantu oleh bawahannya yaitu: 1) Sekretariat, 2) Bidang 

Pengembangan Sistem Transportasi, 3) Bidang angkutan, 4) Bidang 

manajemen dan rekayasa lalu lintas, 5)Bidang keselamatan, teknik sarana dan 

prasarana, 6) Kelompok jabatan fungsional, 7) Unit Pelaksana teknis  

2. Sekretariat 

Sekretariat bertugas menyusun, merumuskan pelaksanaan program kerja 

sekretariat, yang meliputi umum, program, dan keuangan, sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya sekretariat 

menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana kerja kesekretariatan pada dinas perhubungan 

2) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 

keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan 

program. 

3) Perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai 

pertanggungjawaban 

4) Mewakili kepala dinas apabila berhalangan hadir dalam suatu kegiatan 

5) Mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, 

upacara serta keprotokolan. 

3. Bidang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas 

Bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas bertugas membantu kepala 

dinas melaksanakan pengelolaan urusan perhubungan dan rekayasa lalu lintas. 

Dalam menjalankan tugasnya Manajemen rekayasa lalu lintas 

menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana kerja, dan tata laksana Manajemen dan rekayasa lalu 

lintas 

2) Penyusunan tugas-tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan manajemen 

rekayasa lalu lintas 

3) Penyusunan laporan-laporan dibidang manajemen rekayasa lalu lintas. 
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Dalam melakanakan tugas dan fungsinya Bidang manajemen dan rekayasa 

lalu lintas dibantu oleh Seksi rekayasa dan fasilitas lalu lintas jalan dan 

perairan, dan Seksi Pengawasan. 

4. Seksi Pengawasan 

Seksi pengawasan bertugas merencanakan kegiatan dan menyediakan 

fasilitas pelaksanaan program kerja pengawasan lalu lintas jalan. Dalam 

melaksanakan tugasnya, seksi pengawasan menyelenggarakan fungsinya 

sebagai berikut: 

1) Merumuskan rencana kerja seksi pengawasan lalu lintas jalan 

2) Melaksanakan pemeriksaan kendaraan dijalan sesuai kewenangan 

3) Pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) 

4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna jalan 

5) Melaksanakan pengawasan pengangkutan barang berbahaya 

6) Melaksanakan pengawasan, penertiban, pengendalian, dan pengamanan 

lalu lintas diruas-ruas persimpangan jalan atau pos pengawasan 

7) Melaksanakan pengelolaan dan penderekan kendaraan bermotor 

8) Melaksanakan pemanduan kendaraan 

9) Melaksanakan evaluasi terhadap pengawasan lalu lintas jalan yang 

dilakukan. 

4.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.   

Adapun Struktur organisasi Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa Pelaksanan Pengawasan lalu lintas 

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan 

Standar yang sudah ditetapkan, yang mana merujuk kepada Undang-undang No 

22 Tahun 2009 , Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 10 Tahun 2017 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 

tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  yang mana Pelaksanaan 

pengawasan lalu lintas dilakukan diruas jalan, pos-pos pengawasan, dan 

persimpangan jalan, Pengawasan ini dilakukan untuk mengawasi angkutan, baik 

angkutan barang yang melebihi muatan yang seharusnya, angkutan yang tidak 

memenuhi standar kelayakan kendaraan, selain itu pengawasan juga dilakukan 

melalui CCTV/ATCS (Area Traffic Control System). Pengawasan ini dilakukan 

untuk menjaga kebersihan kota, keindahan, menjaga prasarana jalan, serta 

keselamatan berkendara pengguna jalan, dan mengatasi masalah kemacetan untuk 

mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman.  Namun jika dilihat 

pelaksanaan dilapangan dengan standar yang sudah ditetapkan dan metode 

pengawasan yang sudah dijalankan belum sepenuhnya berjalan secara konsisten 

dan belum dapat menyelesaikan permasalahan lalu lintas di kota Pekanbaru. masih 

adanya angkutan barang yang melebihi muatan, tidak memenuhi standar 
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kelayakan kendaraan menerobos lalu lintas, selain itu masih terjadinya Kemacetan 

di beberapa ruas jalan dan persimpangan jalan di kota Pekanbaru masih sering 

terjadi, pak ogah yang masih merajalela dibeberapa ruas jalan, dan masih 

ditemukannya pos pengawasan yang tidak adanya tim pengawas, selain itu 

masyarakat yang masih belum tertib akan berlalu lintas. Hal tersebut terjadi 

karena adanya factor penghambat pelaksanaan Pengawasan lalu lintas yang 

dilakukan oleh dinas perhubungan, yang mana karena factor  masyarakat sendiri 

selaku pengendara yang masih rendahnya kesadaran akan tertib dan taat aturan 

lalu lintas, masih kurangnya penyediaan dan perawatan perlengkapan lalu lintas 

dan fasilitas pengawas lalu lintas yang disebabkan terkendalanya penganggaran, 

yang terakhir yaitu Sumber daya manusia atau petugas yang melaksanakan 

pengawasan yang masih adanya kurang disiplin dan komitmen. Dalam 

permasalahan lalu lintas yang terjadi Dinas perhubungan juga sudah melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat baik offline maupun online.  

6.2 Saran  

Agar Pelaksanaan pengawasan lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan kota Pekanbaru dapat berjalan lebih konsisten dan mampu 

mewujudkan Peraturan Daerah  Nomor 10 Tahun 2017 yang bertujuan untuk 

mewujudkan lalu lintas yang cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien, 

diharapkan Dinas perhubungan kota Pekanbaru untuk menambah sumber daya 

manusia atau tim pengawas lalu lintas, memberikan hukum jera kepada petugas 

yang tidak disiplin, melakukan perbaikan dan perawatan terhadap sarana 

prasarana pendukung lalu lintas, dan menggunakan sistem cadangan untuk 
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pelaksanaan pengawasan lalu lintas menggunakan digital, serta proses 

pengangaran yang cepat, dan pengelolaan anggaran yang tepat. 
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Pedoman wawancara 

1. Karakteristik Key Informan 

Nama    : 

Pendidikan Terakhir  : 

Jabatan   : 

Hari/Tanggal wawancara : 

2. Pertanyaan 

INDIKATOR SUB INDIKATOR PERTANYAAN 

1. Menentukan 

Standar 

1.Tujuan Pengawasan 

2.Standar Operasional 

Prosedur 

1. Apa yang 

menjadi Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP) 

dalam pelaksanaan 

pengawassan lalu 

lintas yang 

dilakukan oleh 

Dinas 

Perhubungan Kota 

Pekanbaru? 

2. Apakah SOP 

yang tersedia 

sudah dilaksanakan 

secara konsisten? 

3. Pada aturan 

manakan SOP 

yang ditetapkan 

tersebut merujuk? 
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4.Siapa sajakah 

yang terlibat dalam 

Penetapan SOP 

pengawasan lalu 

lintas? 

5. Apakah SOP 

pelaksanaan 

pengawasan dapat 

mengalami 

perubahan dalam 

jangka waktu 

tertentu? 

6. Apakah ada 

perubahan pada 

SOP pelaksanaan 

pengawasan lalu 

lintas yang 

dilakukan oleh 

Dinas 

Perhubungan? 

2. Mengukur 

Pelaksanaan 

Pengawasan 

1.Menilai kinerja tim 

pengawas 

2. Jumlah tim 

pengawas 

3.Jumlah fasilitas lalu 

lintas yang layak 

digunakan dan 

dibutuhkan perbaikan 

4.Penggunaan 

teknologi untuk 

pengawasan 

1. Bagaimana 

Pelaksanaan 

pengawasan llau 

lintas yang 

dilakukan oleh 

Dinas perhubungan 

kota Pekanbaru? 

2. Apa saja metode 

yang digunakan 

dalam pelaksanaan 

pengawasan lalu 
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5.Jumlah titik 

Kemacetan 

6.Jumlah pengendara 

yang melanggar lalu 

lintas 

lintas yang 

dilakukan oleh 

Dinas 

Perhubungan Kota 

Pekanbaru? 

3.Bagimana 

pengelompokan 

petugas dalam 

pelaksanaan 

pengawasan 

dilapangan? 

4.Bagaimana 

kedesipilinan dan 

keseriusan petugas 

dalam 

melaksanakan 

tugas pengawasan 

lalu lintas? 

3. Membandingkan 

Pelaksanaan dengan 

Standar yang sudah 

ditetapkan 

1.Membandingkan 

pelaksanaan 

pengawwassan 

dilapangan dengan 

SOP pengawasan yang 

telah ditetapkan 

sebelumnya 

1.Bagaimana 

proses penilaian 

terhadap 

pelaksanaan 

pengawasan lalu 

lintas yang 

dilakukan oleh 

Dinas 

Perhubungan kota 

Pekanbaru? 

4. Memperbaiki 

penyimpangan 

1.Melakukan teguran 

dan pernertiban bagi 

1.apa yang menjadi 

tantangan atau 
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dengan tindakan 

yang tepat 

pelanggar lalu lintas 

dan adanya evaluasi 

berkala atau tindakan 

perbaikan terhadap 

hambatan yang 

dihadapi dalam 

pelaksanaan 

pengawasan 

factor yang 

menghambat 

pelaksanaan 

pengawasan lalu 

lintas yang 

dilakukan oleh 

Dinas 

Perhubungan kota 

Pekanbaru?  

2. Apa langkah 

atau strategi yang 

dilakukan oleh 

Dinas 

Perhubungan kota 

Pekanbaru untuk 

mengatasi 

penyimpangan atau 

masalah dalam 

pelaksanaan 

pengawasan lalu 

lintas? 
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